[ SALINAN ]

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 185 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang, serta efektifitas
pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Manokwari, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian
organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat menjadi unit organisasi bersifat fungsional pada
Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara
profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manokwari (Lembaran daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Manokwari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ook

Daerah adalah Kabupaten Manokwari.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Manokwari.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat
fungsional dan wunit layanan yang bekerja secara profesional dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Manokwari.

Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Pada UPTD Pusat Kesehatan
Masyarakat.

Penanggung Jawab Upaya/Program adalah Penanggung Jawab Program
kegiatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah
suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan wuntuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan
informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam
melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran
kegiatannya.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas
Kesehatan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD Puskesmas
yang berada di setiap Distrik di wilayah Kabupaten Manokwari, antara lain:
a) UPTD Puskesmas Pasir Putih Distrik Manokwari Timur;

b) UPTD Puskesmas Pulau Mansinam Distrik Manokwari Timur;

c) UPTD Puskesmas Sanggeng Distrik Manokwari Barat;

d) UPTD Puskesmas Amban Distrik Manokwari Barat;

e) UPTD Puskesmas Wosi Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat;

f) UPTD Puskesmas Sowi IV Distrik Manokwari Selatan;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

g) UPTD Puskesmas Maripi Distrik Manokwari Selatan;
h) UPTD Puskesmas Warmare Distrik Warmare;

i) UPTD Puskesmas SP IV Prafi Distrik Prafi;

j)  UPTD Puskesmas Macuan Distrik Masnij;

k) UPTD Puskesmas Masni Distrik Masni;

1) UPTD Puskesmas Mowbja Distrik Masni;

m) UPTD Puskesmas Sidey Distrik Sidey;

n) UPTD Puskesmas Nuni Distrik Manokwari Utara; dan
o) UPTD Puskesmas Tanah Rubuh Distrik Tanah Rubuh.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan wunit
layanan yang memberikan layanan secara profesional dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh
pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 4

Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan
akuntabel.

Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:

a) Kepala UPTD Puskesmas;

b) Kepala Tata Usaha;

c) Penanggung Jawab Upaya/Program; dan

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang memberikan
layanan secara profesional, ditunjang oleh Tata Usaha dan Penanggung
Jawab Upaya/Program dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu Kepala
Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya/Program yang ada di UPTD
Puskesmas.

Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya/Program bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2)
huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di Puskesmas,
pembinaan kepegawaian, mengelola keuangan dan melaksanakan
pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan serta melaksanakan
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya.

Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan

fungsi:

a) penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan
(UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;

b) penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program
pembangunan kesehatan nasional;

c) penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama
dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah
kerjanya;

d) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan
(UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;

e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya
Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya
kepada Kepala Dinas;

f) pelaksanaan pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan
keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan; dan

g) pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b,
mempunyai tugas:

a)
b)
)
d)

e)

merencanakan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
mengoordinir pelaksanaan tim manajemen UPTD Puskesmas;

mengoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;

melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan,
kearsipan dan ekspedisi;

melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan
rapat, dan pelayanan tamu;



g)
h)

j)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan
keterampilan;

melaksanakan urusan keuangan;

menyusun perencanaan program/kegiatan;

melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Upaya/Program

Pasal 8

Penanggung Jawab Upaya/Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

a) menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan,;

b) menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;

c) melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
upaya kesehatan;

d) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi
serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada
Kepala UPTD; dan

e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Penanggung Jawab Upaya/Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit terdiri atas:

a) penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;

b) penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium,;

c) penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring
Puskesmas;

d) penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas;
dan

e) penanggung jawab mutu.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh pelaksana

upaya/program.

Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas

dengan persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 1
Penanggung Jawab UKM
dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat

membawahi:

a) pelayanan promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, edukasi
dan konseling, pemberdayaan masyarakat, pelatihan kader, dan
advokasi;



(2)

b)

d)

)

pelayanan kesehatan lingkungan melalui pelayanan konseling, inspeksi
kesehatan lingkungan, intervensi kesehatan lingkungan, pemberdayaan
masyarakat, dan peningkatan kapasitas;

pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM melalui kesehatan ibu
dan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, usaha kesehatan
sekolah, pelayanan kesehatan pada calon pengantin, pelayanan KB,
dan pelayanan kesehatan lansia;

pelayanan gizi yang bersifat UKM melalui deteksi dini, pelayanan,
pemantauan pertumbuhan balita dan pemantauan status gizi,
konseling pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA), dan
suplemen gizi;

pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular, serta pencegahan dan
pengendalian penyakit menular; dan

pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Penanggung jawab UKM pengembangan membawahi upaya pengembangan
yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

a)

b)
)

d)

pelayanan kesehatan gigi masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi
masyarakat;

pelayanan kesehatan tradisional komplementer;

pelayanan kesehatan kerja dan olahraga melalui deteksi dini,
pemantauan kesehatan lingkungan kerja dan ergonomik ditempat kerja,
dan pengendalian dan intervensi lingkungan; dan

pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 2
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian,
dan Laboratorium

Pasal 10

Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi beberapa
kegiatan, seperti:

pelayanan pemeriksaan umum;

pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)

h)

pelayanan gawat darurat;

pelayanan gizi yang bersifat UKP;

pelayanan persalinan;

pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan
rawat inap;

pelayanan kefarmasian; dan

pelayanan laboratorium.

Paragraf 3
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Puskesmas

Pasal 11

Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas
membawahi:



Puskesmas pembantu,;
Puskesmas keliling;

Praktik bidan kampung; dan
Jejaring Puskesmas.

Paragraf 4
Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana,
dan Peralatan Puskesmas

Pasal 12

Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas
mempunyai tugas menyiapkan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Puskesmas.

(1)

(2)

(1)

Paragraf 5
Penanggung Jawab Mutu

Pasal 13

Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam

mengoordinasikan mutu pelayanan kesehatan  yang menjadi

kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Penanggung jawab mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), antara lain:

a) menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b) mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

d) memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab mutu puskesmas;

€) menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau
menandatanggani naskah dinas sesuai dengan tugas wewenang dan
tanggung jawab;

f) melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
puskesmas;

g) menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

h) melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.



(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang
keahliannya.

(3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

(1) Hubungan kerja antar Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat
pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas
Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang
memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian
tujuan pembangunan kesehatan daerah.

(3) Hubungan kerja antar Puskesmas dengan Rumah Sakit bersifat koordinasi
dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan di wilayah kerjanya.

(4) Hubungan kerja antar Puskesmas dengan fasilitas kesehatan masyarakat
lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan,
koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan di wilayah
kerjanya.

(5) Hubungan kerja antar Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya
sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

(6) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya
kesehatan yang paripurna.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha,
Penanggung Jawab Upaya/Program dan Pejabat Fungsional wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan internal organisasi maupun dengan Rumah Sakit, fasilitas
pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat,
dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring
Puskesmas.

(8) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

(9) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap
bawahannya.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah dengan kriteria disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh
Kepala UPTD.

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga
kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga) yang
memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
Penanggung Jawab Upaya/Program merupakan jabatan non struktural
yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

Penyelenggaraan UPTD Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja
yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam satu tahun.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan
kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas.

Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja
UPTD Puskesmas.

Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem
informasi Puskesmas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD
Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan UPTD Puskesmas.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.



BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pendanaan di UPTD Puskesmas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan
mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pengukuhan/pelantikan
Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 01 September 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD
HERMUS INDOU
Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 01 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 185

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA IAN HUKUM

U

NUNING-DWI LESTARI
PENATA
NIP. 19760110 201004 2 004




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MANOKWARI

NOMOR 185 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA UPTD

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kepala Tata Usaha

Penanggung Jawab UKM
Esensial dan
Keperawatan Kesehatan
Masyarakat

Penanggung Jawab UKM
Pengembangan

Penanggung Jawab UKP,
Kefarmasian dan
Laboratorium

Penanggung Jawab
Jaringan Pelayanan
Puskesmas dan Jejaring
Puskesmas

Penanggung Jawab
Bangunan, Prasarana dan
Peralatan Puskesmas

Penanggung Jawab Mutu

Diundangkan di Manokwari

pada tanggal 01 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 185

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N. SEKRETARIS DAE.
KEPALA

NUN

KABUPATEN MANOKWARI
IAN HUKUM

lye

DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 01 September 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU




